Mantan Walkot Kupang Jonas Salean Divonis Bebas Terkait Kasus Bagi-bagi
Tanah Pemerintah
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lHustrasi: https://www.merdeka.com

Kupang, Kompas.com - Mantan Wali Kota Kupang Jonas Salean divonis bebas dalam
sidang kasus pembagian aset tanah milik pemerintah di Pengadilan Tipikor Kupang,
Rabu (17/3/2021).
Sidang putusan itu dipimpin hakim Ari Prabowo didampingi hakim anggota, Nggilu
Liwar Awang dan Ibnu Kholig.

Hadir juga Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendrik Tiip, Emerensi Jehamat, dan Herry C
Franklin.

Sedangkan terdakwa Jonas didampingi tujuh orang penasihat hukum.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menetapkan terdakwa Jonas tidak terbukti
melakukan tindak pidana korupsi dan memvonisnya bebas.

Hakim memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan termasuk juga
dari tahanan.

"Dengan ini kami putuskan terdakwa Jonas Salean dinyatakan bebas,” kata Ari saat
persidangan, Rabu. Ari menjelaskan, tanah dengan sertifikat hak pakai Nomor 5 tahun
1981 bukan milik Pemerintah Kota Kupang.

Ketika Kota Kupang menjadi daerah otonom, tanah tersebut tidak pernah diserahkan
kepada Pemkot Kupang.

Hak pakai tanah?) tersebut sudah dihapus karena sudah dilepaskan secara sukarela.

“Tanah tidak ikut diserahkan kepada Pemkot Kupang, maka tanah akhirnya mejadi

tanah negara,” kata dia.
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Majelis hakim juga berpendapat, tidak terdapat bukti adanya peralihan hak tanah karena
tanah tersebut bukan aset Pemkot Kupang. Adapun hak pakai tanah menjadi tanah
negara.

Putusan ini mementahkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut
terdakwa Jonas Salean 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Terhadap putusan itu, JPU menyatakan banding ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

"Kami sebagai penuntut umum, tidak menerima dan akan menempuh upaya hukum
kasasi," kata JPU, Herry Franklin.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan
mantan Wali Kota Kupang Jonas Salean (JS) sebagai tersangka kasus pembagian aset
tanah.

Mantan Wali Kota Kupang 2012-2017 itu ditetapkan tersangka setelah menjalani
pemeriksaan di Kejati NTT, Kamis (22/10/2020).

Jonas didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Rl Nomor
31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jonas pun sempat dituntut 12 tahun penjara oleh JPU pada sidang yang berlangsung
pada Selasa (15/2/2021).

Wali Kota Kupang periode 2012-2017 itu diwajibkan membayar denda sebesar Rpl
miliar dengan subsider enam bulan kurungan serta membayar kerugian negara Rp750
juta.

Untuk diketahui, dari hasil penyidikan Kejati NTT, tanah kapling milik Pemerintah
Kota Kupang diduga dibagikan kepada ratusan orang pada 2017.

Sejumlah pihak diduga ikut mendapatkan tanah kapling tersebut, mulai dari pegawai
tidak tetap, pejabat di Pemerintah Kota Kupang, hingga anggota DPRD.

Jaksa sudah mendapatkan sejumlah nama penerima beserta nomor surat penunjukan
kapling tanah.

Kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp 66 miliar lebih.

Adapun Jonas saat ini menjabat sebagai anggota DPRD NTT dari Fraksi Golkar. Selain
Jonas, jaksa juga menahan mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang
berinisial TM.
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Catatan:

1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA),
pengertian tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Hal
tersebut berarti negara dikontruksikan negara bukan pemilik tanah, namun sebagai
organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak selaku badan penguasa, yang diberikan
wewenang oleh rakyat untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya. Dalam tataran yuridis terdapat dua
kategori tanah negara dilihat dari asal usulnya:

a. Tanah Negara yang berasal dari tanah yang benar-benar belum pemah ada hak
atas tanah yang melekatinya atau disebut sebagai tanah negara bebas;

b. Tanah Negara yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya ada haknya,
karena sesuatu hal atau adanya perbuatan hukum tertentu menjadi tanah negara.
Tanah bekas hak barat, tanah dengan hak atas tanah tertentu yang telah berakhir
jangka waktunya, tanah yang dicabut haknya, tanah yang dilepaskan secara
sukarela oleh pemiliknya.

2. Peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang
dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya semula
dan menjadi hak pihak lain. Dengan dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya
suatu perbuatan hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh satu pihak dengan
maksud agar hak atas tanahnya menjadi milik pihak lainnya.

Catatan Akhir:

D Pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria, Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau

memungut hasil dari:

a. tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang memberi wewenang dan kewajiban yang
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya, atau

b. tanah milik orang lain dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-
menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.
Yang dapat memiliki hak pakai tanah adalah :

a. Warga Negara Indonesia;
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Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;
Badan-badan keagamaan dan sosial,

Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;

Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional.
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